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Kontroversi pemberhentian Jaksa Agung Hendarman Supandji bermula ketika Jaksa Agung menetapkan Yusril Ihza Mahendra sebagai tersangka kasus dugaan korupsi biaya akses sistem administrasi badan hukum (sisminbakum). Yusril Ihza Mahendra selaku tersangka mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Menurutnya, pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum atas jabatan Jaksa Agung, sehingga dengan berlakunya pasal tersebut Yusril Ihza Mahendra dirugikan hak konstitusionalnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-VIII/2010. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini telah membentuk norma baru melalui putusan berjenis konstitusional bersyarat, dengan berdasarkan ratio decidendi sejarah kedudukan Kejaksaan dan konvensi ketatanegaraan yang mengatur masa jabatan Jaksa agung. Putusan ini ternyata tidak membawa akibat hukum terhadap kasus sisminbakum yang dihadapi Yusril Ihza Mahendra dan juga tidak dapat memberhentikan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung sebab putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat berlaku surut. Keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 baru berlaku untuk Pengangkatan Jaksa Agung selanjutnya.





The termination controversy of General Attorney Hendarman Supandji began when the he accused Yusril Ihza Mahendra as corruption suspect for access fee in legal entity administration system (Sisminbakum). Yusril Ihza Mahendra as a suspect, requested a Judicial Review to Constitutional Court against article 22 verse (1) letter d of Law Number 16 Year 2004 Concerning Indonesian Attorney. According to him, the article does not provide law certainty to General Attorney position, as the result, Yusril Ihza Mahendra constitutional rights is lost. The purpose of this research is for assess the basis considerations of the judge Constitutional Court and the legal consequences Constitutional Court decision Number 49/PUU-VIII/2010. This study is a normative legal research. The research approach used in this research are statute, conceptual, case, and historical approach. Based on the research results, it can be concluded that the Court decision has established a new norm through various conditional constitutional decision, and based upon the ratio decidendi about history of Attorney Office and constitutional conventions governing tenure of General Attorney. This decision did not bring legal consequences for the Sisminbakum case  faced by Yusril Ihza Mahendra and also cannot lay off Hendarman Supandji as General Attorney because of the Constitutional Court decision can not be applied retroactively. The enforceability of the Constitutional Court decision Number 49/PUU-VIII/2010 can be applied for the next appointment of the General Attorney.








Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut MK) mempunyai fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi agar konstitusi dilaksanakan dan dihormati oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara.​[1]​ MK dalam menjalankan fungsinya diberikan wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final berdasakan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945)
Kewenangan MK pada Pasal 24C ayat (1) huruf a UUD NRI 1945 yaitu berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, hal ini mengisyaratkan bahwa setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pasca terbentuknya MK hingga sekarang telah banyak Undang-Undang yang telah dimohonkan untuk diuji terhadap UUD NRI 1945, salah satu  perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang pernah diujikan di MK yaitu mengenai masa jabatan Jaksa Agung. 
Pengujian mengenai masa jabatan Jaksa Agung yang dimaksud yaitu pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan RI terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pengujian Pasal tersebut dimohonkan oleh Yusril Ihza Mahendra ketika Jaksa Agung Hendarman Supandji selaku Jaksa Agung dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II  menetapkan Yusril Ihza Mahendra sebagai tersangka kasus dugaan korupsi biaya akses sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) di departemen Hukum dan HAM.​[2]​
Yusril Ihza Mahendra menganggap, masa jabatan Jaksa Agung Hendarman berakhir pada 20 Oktober 2009 sesuai masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu I (periode 2004 – 2009) bersamaan dengan berakhirnya masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kalla sesuai dengan konvensi ketatanegaraan yang ada, yaitu jaksa agung selalu diangkat diawal kabinet dan diberhentikan bersamaan dengan berakhirnya kabinet. Pada masa jabatan presiden SBY berakhir, seluruh anggota kabinet juga diberhentikan dengan hormat. Tetapi faktanya 1 juli 2010, Hendarman Supandji masih menduduki kursi Jaksa Agung, padahal ia tidak pernah dilantik lagi sebagai Jaksa Agung pada periode KIB II. Karena itulah yusril menganggap Hendarman Supandji Jaksa Agung ilegal.​[3]​ MK dalam perkara tersebut telah mengeluarkan putusan Nomor 49PUU-VIII/2010 yang amar putusannya menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan RI adalah sesuai dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”. 
Putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang Masa Jabatan Jaksa Agung tidaklah bulat, hal ini dikarenakan dua hakim MK mempunyai pendapat berbeda mengenai masa jabatan Jaksa Agung. Hakim Achmad Sodiki berpendapat bahwa masa jabatan Jaksa Agung sebenarnya sudah tercantum dalam Pasal 19 UU Kejaksaan RI yang menyebutkan “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”, mengingat pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung adalah hak prerogatif Presiden, maka jarak antara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden itulah yang merupakan masa jabatan Jaksa Agung. Hakim Achmad Sodiki juga berpendapat bahwa Jaksa Agung tidak dapat disamakan dengan menteri hal ini dikarenakan Jaksa Agung tidak terkena adanya masa demisioner hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan persoalan kekosongan, dan jika masa jabatan Presiden habis maka kewenangan untuk memberhentikan Jaksa Agung beralih kepada Presiden yang baru.​[4]​ 
Pendapat berbeda mengenai putusan ini juga diajukan oleh hakim MK Harjono. Menurut Harjono, jabatan Jaksa Agung memiliki kekhususan tugas dan wewenang, maka dari itu jabatan Jaksa Agung tidak serta merta harus berakhir bersama-sama dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang mengangkatnya, tetapi akan berakhir pada saat telah ditunjuk dan diserahterimakan jabatan Jaksa Agung kepada pengganti Jaksa Agung yang baru.​[5]​ 
Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apa Ratio Decidendi hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang Masa Jabatan Jaksa Agung? (2) Apakah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang Masa Jabatan Jaksa Agung dapat membuat putusan Positif legislator? (3) Apa akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang Masa Jabatan Jaksa Agung?. Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang Masa Jabatan Jaksa Agung, untuk mengkaji apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang Masa Jabatan Jaksa Agung telah membuat putusan Positif legislator dan mengkaji apa akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang Masa Jabatan Jaksa Agung.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum (legal research), legal research dalam bahasa Belanda rechtsonderzoek selalu normatif, dengan demikian penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (arc) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.​[6]​
Prerogatif secara kebahasaan berasal dari bahasa latin yaitu praerogativa yang artinya dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara, praerogrativus yang artinya diminta sebagai yang pertama memberikan suara, praerogare  yang artinya diminta sebelum meminta yang lainnya.​[7]​ Kewenangan pemerintah yang bersumber pada hak prerogatif dalam menjalankan administrasi, dituangkan dalam bentuk keputusan Presiden. Menurut A. Hamid S Attamimi, keputusan Presiden Republik Indonesia adalah “pernyataan kehendak dibidang ketatanegaraan dan tata pemerintahan, yang dapat berisi penetapan (beschikking) dan dapat pula berisi peraturan (regeling).​[8]​ Hak prerogatif Presiden sebagai kepala pemerintahan antara lain berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara untuk membantu Presiden dalam tugas pemerintahan sebagai mana diatur dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 serta mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia.
Konvensi ketatanegaraan (the convention of the constitution) sebagai sumber hukum tata negara dalam arti formil mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan, meskipun hakim dipengadilan tidak terikat olehnya.​[9]​ Sumber hukum tata negara dalam arti formil membedakan antara hukum adat ketatanegaraan dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Hukum adat ketatanegaraan adalah hukum asli bangsa indonesia yang tumbuh, berkembang dan dipertahankan masyarakat di bidang ketatanegaraan adat yang terbentuk melalui putusan-putusan penguasa adat dan yang tumbuh, berkembang serta dipertahankan masyarakat oleh masyarakat adat, misalnya rembug desa (musyawarah desa). Konvensi atau (hukum) kebiasaan ketatanegaraan adalah (hukum) yang tumbuh dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan.​[10]​
Kejaksaan secara tidak eksplisit disebut dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Kejaksaan RI sebagai badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman berkedudukan sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenagan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung sepenuhnya tetap berada di tangan Presiden. UU No 15 Tahun 1961 tidak secara spesifik menyebutkan berapa lama Jaksa Agung akan memegang jabatannya. Namun setelah Pemilihan Umum 1971, Presiden Suharto memulai sebuah konvensi ketatanegaraan, yakni Jaksa Agung selalu diangkat diawal Kabinet dan berakhir masa jabatannya dengan berakhirnya masa bakti kabinet itu. Semua undang-undang Kejaksaan yang pernah ada (UU no. 15 Tahun 1961 UU No. 5 Tahun 1991 dan kemudian UU Kejaksaan RI), tidak ada yang mengatur berapa lamakah jabatan Jaksa Agung.
  
METODE
Penelitian ini menggunakan lima pendekatan, yaitu: Pertama pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua aturan undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.​[11]​ Kedua pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.​[12]​ Pokok kajian dalam pendekatan kasus pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Ketiga pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum​[13]​, sehingga penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Keempat Pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.​[14]​ Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum dari suatu negara dengan negara  lain. Kelima pendekatan historis yang dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu guna memahami perubahan dan perkembangan filosofis yang melandasi aturan hukum.​[15]​ 
Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu, UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaanserta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-VII/2010. Sedangkan bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.​[16]​ 
Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi penelitian hukum (legal research) yaitu pengumpulan bahan sesuai dengan pendekatan dalam penelitian hukum. Pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan teknik pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi dan buku-buku hukum. Dari bahan tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan penunjang di dalam penelitian ini.
Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan penulis yaitu dengan cara melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach) untuk menarik kesimpulan dan menjawab isu hukum yang telah diajukan, setelah itu penulis akan memberikan preskripsi atas isu hukum yang diajukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 bermula ketika Jaksa Agung Hendarman Supandji menetapkan Yusril Ihza Mahendra sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sisminbakum. Yusril Ihza Mahendra merasa dirugikan karena penetapan dirinya sebagai tersangka dilakukan oleh Jaksa Agung yang inkonstitusional, sebab menurutnya jabatan Hendarman Supandji selaku Jaksa Agung sewaktu menetapkan dirinya sebagai tersangka tidaklah sah, sebab meenurut konvensi ketatanegaraan yang ada, yaitu jaksa agung selalu diangkat diawal kabinet dan diberhentikan bersamaan dengan berakhirnya kabinet. Pada masa jabatan presiden SBY berakhir, seluruh anggota kabinet diberhentikan dengan hormat, tetapi faktanya 1 juli 2010, Hendarman Supandji masih menduduki kursi Jaksa Agung, padahal ia tidak pernah dilantik lagi.
Adapun alasan Permohonan Yusril Ihza Mahendra yaitu pertama bahwa pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dari tindakan semena-mena dari pejabat yang kedudukannya tidak sah, dan kepastian hukum yang adil atas asas-asas hukum yang universal dalam negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Kedua bahwa suatu jabatan dalam pemerintahan haruslah memiliki dasar hukum pengangkatan sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara. penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara Korupsi, baik langsung maupun tidak langsung adalah dilakukan oleh Jaksa Agung yang tidak memiliki landasan hukum dalam pengangkatannya; Ketiga bahwa Pasal 22 ayat (1) hruf d UU Kejaksaan RI menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan batas masa jabatan Jaksa Agung, sehingga keadaan ini berpotensi menjadikan seorang Jaksa Agung akan memangku jabatan seumur hidup; Keempat bahwa Pemohon selaku WNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan dicegah untuk bepergian meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia, oleh orang yang tidak mempunyai hak untuk menyebut diri sebagai Jaksa Agung sehingga pemohon mengalami kerugian konstitusional.
Berdasarkan alasan tersebut pemohon mengajuan permohonon provisi kepada Mahkamah Konstitusi berupa permohonan untuk memerintahkan Kejaksaan RI untuk menghentikan, mencabut atau sekurang-kurangnya menunda penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-79/F.2/Fd.1/06/2010 tanggal 24 Juni 2010, melanggar Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12 huruf i UU Nomor 31 Tahun 2009 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001; setidak-tidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu pemohon dalam pokok perkara memohon untuk   menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan terhadap UUD NRI 1945, dan menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UU Dasar 1945, sepanjang tidak ditafsirkan sesuai masa jabatan Presiden dan masa jabatan anggota kabinet, serta Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan RI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak ditafsirkan sesuai masa jabatan Presiden dalam satu periode dan masa jabatan anggota kabinet.
Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan Provisi Pemohon, dan mengabulkan pokok permohonan pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan adalah sesuai dengan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”, serta menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan.”
 
B. PEMBAHASAN
1.	Analisis Putus MK Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang masa jabatan Jaksa Agung RI.
Polemik pemberhentian Jaksa Agung Hendarman Supandji bermula ketika Yusril Ihza Mahendra mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan RI, namun sebelum itu, masa jabatan Jaksa Agung sudah menjadi polemik. Polemik pemberhentian Jaksa Agung sebelumnya bermula ketika kedudukan institusi Kejaksaan RI berada dalam kekuasaan yang ambigu yaitu antara eksekutif dan yudisial.​[17]​ 
Sejak diundangkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga UUD NRI tidak terdapat satu katapun mengenai institusi Kejaksaan RI dalam UUD tersebut, namun Kejaksaan RI disebut secara tidak eksplisit dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU”. Tidak di disebutnya Kejaksaan RI dalam UUD 1945 hingga UUD NRI 1945 serta adanya penyebutan Kejaksaan RI secara tidak eksplisit dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945, membuat banyak politisi dan akademisi yang berpendapat bahwa Kejaksaan RI berada dalam lembaga yudisial, sebab Kejaksaan RI adalah lembaga penegak hukum yang tugas utamanya dalam bidang penuntutan.​[18]​ Namun jika dilihat dari sisi lain, Kejaksaan RI bisa disebut sebagai lembaga eksekutif karena Jaksa Agung sebagai pemimpin tertinggi Kejaksaan RI berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan RI, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggungjawab kepada Presiden,​[19]​ selain itu pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden juga mengandung arti bahwa Jabatan Jaksa Agung adalah Jabatan Politik bukan jabatan karir, karena syarat untuk menjadi Jaksa Agung berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan RI, yaitu untuk menjadi Jaksa Agung tidak harus dari Jaksa atau pegawai negeri sipil, sehingga dari sekian banyak orang yang memenuhi syarat menjadi Jaksa Agung, namun yang dapat mementukan seseorang menjabat Jaksa Agung adalah presiden, dengan kata lain pengangkatan Jabatan Jaksa Agung adalah hak prerogatif presiden.
Kedudukan Kejaksaan RI jika kita bandingkan dengan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial yang sama seperti Indonesia yaitu Amerika dan Filipina, maka dapat kita ketahui bahwa Kejaksaan RI masuk dalam ranah eksekutif.​[20]​ Negara Amerika dan Filipina menempatkan Kejaksaan RI dalam ranah kekuasaan eksekutif, karena secara filosofis jaksa akan menuntut seseorang tersangka pelaku kejahatan dengan mengatas namakan seluruh rakyat, sebab setiap kejahatan apapun jenisnya adalah perbuatan yang melawan dan merugikan rakyat, dan rakyat diwakili oleh eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat yaitu seperti Presiden dan gubernur, sedangkan badan-badan yudisial tidak dipilih langsung oleh rakyat, sehingga badan-badan yudisal tidak berhak mengambil tindakan atas nama rakyat.​[21]​ 
Secara historis kedudukan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan dapat dilihat sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan negara Indonesia melalui beberapa fase, yaitu, pertama Fase Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dimana kedudukan kejaksaan RI berada dalam struktur Negara Republik Indonesia dalam lingkup departemen kehakiman. Kedudukan Kejaksaan RI dalam struktur kenegaraan Negara Republik Indonesia adalah selaku alat kekuasaan eksekutif dalam bidang yustisial yang sudah berakar sejak zaman kerajaan Majapahit, Mataram, Cirebon, serta masa penjajahan.​[22]​ Kedua Fase Demokrasi Terpimpin, kejaksaan RI dalam fase ini status Kejaksaan RI mengalami perubahan dari lembaga nondepartemen di bawah lembaga kehakiman menjadi lembaga yang berdiri sendiri melalui dekrit Presiden Sukarno Nomor 204 Tahun 1960, peristiwa ini didahului dengan berubahnya kedudukan Jaksa Agung dari pegawai tinggi Departemen Kehakiman menjadi Menteri ex Officio dalam Kabinet Kerja I. Dekret tersebut menjadi landasan pertama yang menenpatkan Kejaksaan RI  sebagai bagian kabinet dan sepenuhnya bagian dari eksekutif.​[23]​ Ketiga Fase orde baru, dalam fase ini kejaksaan RI berada dalam Kabinet Ampera menempatkan Jaksa Agung tidak sebagai menteri dan status Kejaksaan RI sebagai Departemen ditiadakan, namun pada masa Kabinet Pembangunan IV, kedudukan Jaksa Agung setingkat dengan Menteri Negara yang tercantum dalam Keppres No. 48/M Tahun 1983 tanggal 16 Maret 1983, dan Kejaksaan RI tidak berubah menjadi departemen. Ketetapan MPRS No.: II/MPRS/1960 Lampiran A.III No. 47 ditetapkan dengan tegas Jaksa Agung sebagai Pembantu Presiden yang diberi predikat dan kedudukan apapun, baik sebagai Menteri/Menteri Negara/Menteri ex Officio, maupun setingkat menteri, dan sebagainya atau tanpa predikat sama sekali.​[24]​
Kedudukan Kejaksaan RI berdasarkan fase-fase tersebut pernah diatur dalam tiga UU tentang Kejaksaan RI yang pernah ada, tiga UU tersebut yaitu: UU Nomor 15 Tahun 1961, UU Nomor 5 Tahun 1991, dan UU Nomor 16 Tahun 2004. Kedudukan Kejaksaan RI dalam UU Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, yakni Kejaksaan RI masih disebut sebagai alat negara penegak hukum, namun sejak diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1991, dan UU Kejaksaan RI, kedudukan Kejaksaan RI menjadi lembaga pemerintah. Sejarah UU tentang Kejaksaan RI kesemuanya tersebut mengatur bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintahan, namun kesemua UU tentang Kejaksaan RI tersebut tidak ada yang mengatur berapa lama masa jabatan Jaksa Agung, hal ini dikarenakan Jaksa Agung adalah pembantu presiden setingkat menteri atau berstatus menteri yang menjadi anggota kabinet.​[25]​ Praktek ketatanegaraan menunjukkan bahwa setelah Pemilihan Umum 1971, Presiden Suharto memulai sebuah konvensi ketatanegaraan, yakni Jaksa Agung selalu diangkat di awal Kabinet dan berakhir masa jabatannya dengan berakhirnya masa bakti kabinet itu, dan konvensi ini juga di ikuti oleh presiden B.J Habibie hingga presiden megawati.​[26]​
Berdasarkan sejarah kedudukan Kejaksaan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yakni UU Nomor 15 Tahun 1961, UU Nomor 5 Tahun 1991, dan UU Nomor 16 Tahun 2004 (UU Kejaksaan RI) serta jika melihat konvensi ketatanegaraan mengenai masa jabatan Jaksa Agung yang telah dimulai sejak tahun 1971 dimana Jaksa Agung selalu diangkat di awal Kabinet dan berakhir masa jabatannya dengan berakhirnya masa bakti kabinet tersebut, maka sudah tepatlah putusan MK nomor 49/PUU-VII/2010 mengenai masa jabatan Jaksa Agung dengan memberikan tafsiran yang konkrit mengenai masa jabatan Jaksa Agung yakni masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan.  

2.	Positif legislator dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang Masa Jabatan Jaksa Agung.
Positif legislator atau perumusan norma baru pada prinsipnya yaitu mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya.​[27]​ Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa, posisi MK adalah sebagai negative legislator, yang berarti MK hanya dapat memutus sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukan norma baru ke dalam undang-undang.dalam putusan MK, sedangkan menurut Mahfud MD, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannnya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan.​[28]​ 
Terlepas dari perdebatan boleh atau tidaknya MK membuat putusan yang bersifat positif legislator, MK dalam pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 pada dasarnya berkedudukan sebagai penafsir undang-undang, sehingga putusan MK terdiri dari 3 jenis, yaitu: ditolak, tidak dapat diterima, dan dikabulkan, namun putusan MK dalam perkembangannya terdapat putusan yang berjenis konstitusional bersyarat dan tidak konstitusional bersyarat,​[29]​ dengan adanya putusan model konstitusional bersyarat dan tidak konstitusional bersyarat inilah membuat Kedudukan MK menjadi tidak hanya sebagai penafsir undang-undang, namun sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas.
 Jenis putusan konstitusional bersyarat dan tidak konstitusional bersyarat yang merupakan pintu masuk perumusan norma baru tersebut haruslah didasarkan pada suatu keadaan tertentu dan dianggap mendesak untuk segera dilaksanakan, dengan demikian ada problem implementasi jika putusan MK hanya menyatakan suatu norma bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan timbul kekosongan norma sementara norma tersebut sedang, akan, bahkan telah diimplementasikan namun menimbulkan persoalan konstitusional terutama dalam penerapannya.​[30]​ 
Amar putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010 yang menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan RI adalah sesuai dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”.​[31]​ MK dengan putusan tersebut telah merubah atau merumuskan norma baru terhadap Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan RI yang berbunyi “berakhirnya masa jabatan” yang mempunyai makna multi tafsir​[32]​ menjadi “masa jabatan Jaksa Agung berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan” sehingga Pasal tersebut tidak menjadi multi tafsir. Dengan memberikan tafsir tersebut MK dalam putusan ini telah mengeluarkan putusan yang bersifat positif legislator.
Apabila MK dalam putusannya Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan RI hanya menyatakan suatu norma bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan timbul kekosongan norma sementara norma masa jabatan Jaksa Agung tersebut sedang diimplementasikan namun menimbulkan persoalan konstitusional dalam penerapannya yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum.​[33]​ Karena itulah MK dalam putusannya kemudian merumuskan norma baru untuk mengatasi inkonstitusionalitas penerapan norma tersebut, perumusan norma baru terhadap masa jabatan Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan RI merupakan hal yang mendesak, mengingat tugas dan wewenang Kejaksaan RI dalam ranah penegakkan hukum, serta pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan RI yang seharusnya dilakukan legislative review untuk memberikan kepastian hukum namun memerlukan waktu relatif lama, maka sambil menunggu legislative review MK meberikan penafsiran sebagai syarat konstitusional yang memberikan rumusan norma baru yang sifatnya hanya sementara terhadap masa jabatan Jaksa Agung.​[34]​ 

3.	Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang Masa Jabatan Jaksa Agung.
Akibat hukum putusan MK yang timbul dari suatu putusan hakim jika menyangkut pengujian undang-undang terhadap UUD diatur dalam Pasal 58 UU MK yang berbunyi “Undang-undang yang diuji oleh MK tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945”. Ini berarti bahwa putusan MK yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Maka berdasarkan pendirian yang dianut Pasal 58 UU MK tersebut dapat dikatakan bahwa akibat hukum dari putusan MK tidak bersifat retroaktif.​[35]​
Selain itu, akibat hukum dari putusan MK juga terdapat dalam Pasal 24 C ayat (1) UU MK yang menyebutkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, pada tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dilakukan upaya hukum lain baik vertikal maupun horisontal. Pasal tersebut diperkuat lagi dengan Pasal  60 UU MK yang berbunyi:
“Terhadap materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali.”
berdasarkan Pasal 60 UU MK tersebut dengan demikian permohonan pengujian yang menyangkut  materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang sama yang telah sudah pernah diputus oleh MK tidak dapat diujikan kembali oleh siapapun.​[36]​
Adapun akibat hukum dari putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010 yang amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan RI adalah sesuai dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan” berdasarkan Pasal 58 UU MK, maka putusan tersebut tidak dapat berlaku surut, sehingga jabatan Jaksa Agung selama ini (sebelum adanya putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010) tetap sah dan seluruh keputusan yang telah diambil oleh Jaksa Agung sebelum ada putusan MK ini tetap dianggap sah.​[37]​ Namun dengan adanya putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010 ini bukan brarti mulai saat ini, detik ini, menit ini, atau jam ini jabatan Jaksa Agung hendarman Supandji tidak sah atau ilegal.​[38]​
Walaupun Ketua MK mengatakan bahwa putusan MK kedudukannya lebih tinggi dari Keppres, bukan berarti putusan MK yang bersifat final dan mengikat tentang masa jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji serta merta berlaku pada saat putusan dibacakan. Karena berdasarkan asas hukum administrasi negara, yaitu asas contrarius actus yang mempunyai makna bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkan, maka sebelum Keppres pengangkatan Jaksa Agung hendarman Supandji dicabut oleh presiden maka Keppres tersebut tetap berlaku tanpa adanya batasan masa jabatan dan Keppres tersebut tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan, oleh karena itu Keppres pengangkatan Jaksa Agung Hendarman Supandji masih berlaku sah dan mengikat.​[39]​
Selain itu, Putusan MK ini hanya mengoreksi soal masa Jabatan Jaksa Agung yang dalam putusannya telah memberikan batasan watu terhadap masa Jabatan Jaksa Agung, namun ketentuan UU Kejaksaan RI yang belum di koreksi yaitu mengenai kewenangan pemberhentian Jaksa Agung yang masih tetap ada pada Preiden.​[40]​ Berdasarkan hal tersebut maka Presiden lah yang harus mengeluarkan pemberhentian Jaksa Agung melalui Keppres sesuai dengan asas cotrarius actus yang tertuang dalam  Pasal 19 ayat (1) UU Kejaksaan RI yang menyatakan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 
Selain tidak berlaku surut, akibat hukum putusan MK juga nebis in idem sebagaimana yang telah di tuangkan dalam Pasal 60 UU MK, berdasarkan Pasal tersebut maka permohonan pengujian yang menyangkut  materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang sama yang telah sudah pernah diputus oleh MK tidak dapat diujikan kembali oleh siapapun. Namun dalam putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010 yang putusannya berjenis Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional) maka Pasal 60 UU MK tersebut dapat dikesampingkan, sebab putusan Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional)  mempunyai syarat-syarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang sehingga apabila dalam hal pembentukan undang-undang ini tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, maka MK dapat menguji kembali materi muatan ayat, Pasal  yang telah 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan RI.​[41]​ 
Akibat hukum dari putusan MK  Nomor 49/PUU-VIII/2010 Selain dapat diujikan kembali juga dapat berupa batal demi hukum. Akibat hukum berupa batal demi hukum terjadi manakala  pemerintah tidak mematuhi syarat konstitusinal yang ada dalam putusan tersebut, dengan cara tidak memaknai masa jabatan Jaksa Agung sebagai mana syarat yang telah ditetapkan oleh MK dalam putusannya, yaitu memaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”. Maka UU Kejaksaan RI menjadi tidak konstitusional atau bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah perbuatan melawan hukum, dan demi hukum batal sejak semula (ab initio).​[42]​ 
PENUTUP
A.	Kesimpulan
Bahwa yang menjadi Ratio decidendi dalam putusan MK dalam putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010, yaitu  Kejaksaan RI berdasarkan sejarah kedudukannya merupakan lembaga pemerintahan yang berada dalam ranah kekuasaan eksekutif. Pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan RI yakni Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan hak prerogatif presiden, sebab Jaksa Agung merupakan pembantu presiden setingkat menteri yang menjadi anggota kabinet, sehingga dalam UU Nomor 15 Tahun 1961, UU Nomor 5 Tahun 1991, dan UU Nomor 16 Tahun 2004 tidak ada yang mengatur berapa lama masa jabatan Jaksa Agung, namun masa jabatan Jaksa Agung diatur memalui konvensi ketatanegaraan, yakni Jaksa Agung selalu diangkat di awal Kabinet dan berakhir masa jabatannya dengan berakhirnya masa bakti kabinet tersebut.
Pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan RI seharusnya dilakukan legislative review, namun karena legislative review memerlukan waktu yang relatif lama, maka sambil menunggu legislative review  dan untuk menghindari kekosongan norma masa jabatan Jaksa Agung yang sedang diimplementasikan maka MK meberikan penafsiran sebagai syarat konstitusional yang memberikan rumusan norma baru yang sifatnya hanya sementara terhadap masa jabatan Jaksa Agung. Melalui putusan model konstitusional bersyarat ini MK berkedudukan tidak hanya sebagai penafsir undang-undang, namun sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas.
Akibat hukum dari putusan MK yaitu tidak dapat berlaku surut, sehingga jabatan Jaksa Agung selama ini (sebelum adanya putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010) tetap sah dan seluruh keputusan yang telah diambil oleh Jaksa Agung sebelum ada putusan MK ini tetap dianggap sah. Putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010 nyatanya tidak membawa akibat terhadapat kasus sisminbakum dan juga tidak dapat memberhentikan Jaksa Agung dari jabatannya. kewenangan pemberhentian Jaksa Agung masih tetap ada pada Presiden maka sebelum Keppres pengangkatan Jaksa Agung hendarman Supandji dicabut oleh presiden, maka Keppres tersebut tetap berlaku tanpa adanya batasan masa jabatan. Keberlakuan putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010 baru berlaku untuk Pengangkatan Jaksa Agung selanjutnya, sehingga untuk pengangkatan Jaksa Agung selanjutnya apabila Presiden tidak memaknai masa jabatan jaksa agung sesuai dengan syarat konstitusional yang ada dalam putusan, maka Pasal 22 ayat (1) UU Kejaksaan RI dapat diujikan kembali, selain itu pasal tersebut dapat bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah perbuatan melawan hukum, dan demi hukum batal sejak semula (ab initio), dan dapat diujikan kembali.

B.	Saran
Berdasarkan simpulan diatas, penulis kemudian merumuskan saran sebagai berikut:
Berdasarkan putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010 maka sudah seharusnya revisi UU Kejaksaan RI melalui legislative review segera dilakukan guna menyudahi konflik kedudukan Kejaksaan RI, yaitu antara berkedudukan sebagai lembaga eksekutif atau lembaga yudisial, dan agar Presiden RI tidak ragu-ragu dalam mengangkat Jaksa Agung sebagai bagian dari kabinet. Revisi UU Kejaksaan RI melalui legislative review nantinya harus memasukkan syarat-syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusannya yaitu “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”, sebab putusan konstitusional bersyarat MK mengikat dalam proses pembentukan undang-undang, dan apabila dalam hal pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan MK maka membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji.
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